BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Daam hukum pidana Islam hukuman pokok bagi pembunuhan
sengaja adalah gisas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat
Al-Bagarah ayat 178. Hukuman pokok pada pembunuhan tidak
sengagja atau pembunuhan kesalahan adalah diat dan kafarah
sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 92. Hukuman
penggantinya adalah ta’zir dan hukuman tambahannya adalah
hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan. Hukuman pokok
pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kafarah, sedang hukuman
penggantinya adalah ta’zir. Sedangkan dalam hukum pidana
Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338
sampai pasal 550 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat yaitu
penjara seumur hidup yaitu Pasal 339 tentang pembunuhan dengan
pemberatan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dalam Pasal 359 diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam KUHP, pelaku
tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar
peniadaan pidana.

2. Pembelaan diri yang mengakibatkan kematian si penyerang dalam
hukum Islam dan hukum Indonesia membolehkannya dengan catatan

bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan dan tidak ada cara
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lain selain membunuhnya. Selain itu dalam kedua hukum tersebut juga
diberlakukan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar pembelaan yang
dilakukan termasuk dalam alasan penghapus pidana. Maka dari itu,
baik dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia membolehkan
atau dapat membebaskan seseorang yang melakukan tindakan
pembunuhan karena membela diri, apabila memenuhi ketentuan yang
disebutkan di atas.

3. Khusus dalam hukum Isam tindakan membela diri yang
mengakibatkan kematian s penyerang pada tindakan membela
kehormatan, kesusilaan dan harta diri sendiri maupun orang lain, maka
perbuatan itu diperbolehkan (ashabul-ibahah) dan tidak dijatuhi
hukuman atau sebagai alasan pembenar. Akan tetapi harus sesual
dengan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam
hukum pidana Indonesia, tindakan membela diri yang mengakibatkan
kematian si penyerang dapat dimasukkan pada pasal 49 ayat (2) KUHP
tentang noodweer exces sehingga menurut ketentuan pasal tersebut,
tindakan yang melampui batas walaupun tidak dibenarkan akan tetapi

dimaafkan.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang telah
dibahas, maka kiranya penulis perlu memberikan saran-saran untuk
kelanjutan dan kemajuan bersifat  kajian akademik terhadap

fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dalam hukum Islam yaitu,

117



perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang pembelaan terpaksa

yang melampaui batas.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud:

1. kepada pembaca untuk dapat memikirkan  maupun
menginterpretasikan dan merenungkan  kembali  konsepsi
pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana Islam maupun
daam KUHP karena maraknya kejahatan terhadap tubuh
seperti pembunuhan. Selain itu seharusnya ada upaya prefentif
yang lebih dari pada hanya sebuah peraturan sgja. Seperti yang
telah diatur dalam hukum Islam yang merupakan kewajiban setiap
orang yaitu amar ma’ruf nahi munkar.

2. Daam tindak pidana  pembunuhan  memang  perlu
dipertimbangkan tujuan dan nilai maslahah demi terciptanya
realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan
pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam
menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan
dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan, dengan
adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka
akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

3. pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana
pembunuhan memang perlu dipertimbangkan maslahahnya oleh
penegak hukum demi terwujudnya prinsip Magasid asy-

Syari’ah dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil.
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